BUPATI MALINAU
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN BUPATI MALINAU
NOMOR 9 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 52 TAHUN 2019 TENTANG
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN DANA DESA SETIAP
DESA KABUPATEN MALINAU TAHUN ANGGARAN 2020

Menimbang: a.

Mengingat:

1.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MALINAU,

bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
40/PMK.07/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan
Dana Desa dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan
Negara dan Stabilitas Sistem Keuangam untuk Penanganan
Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau
dalam rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan
Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan,
Dana Desa dapat digunakan untuk kegiatan penanganan
pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Bantuan
Langsung Tunai;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a di atas, maka perlu dilakukan perubahan atas
Peraturan Bupati Nomor 52 tahun 2019 tentang Tata Cara
Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa
Kabupaten Malinau Tahun Anggaran 2020.

Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai
Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomorl75 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor3896) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3962);

2. Peraturan Pemerintah.......
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Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan
Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi
Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam
Rangka  Menghadapi Acaman Yang Membahayakan
Perekonomian Nasional dan /atau Stabilitas Sistem Keuangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang
Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun
Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona
Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi
Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional(Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020Nomor377);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor
205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 384);

Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2019 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2020 (Berita Daerah Kabupaten Malinau Tahun Anggaran
2019 Nomor 50);

Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2019 tentang Tata Cara
Pembagian dan Penetapan Besaran Dana Desa Setiap Desa
Kabupaten Malinau Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah
Kabupaten Malinau Tahun Anggaran 2019 Nomor 52).

MEMUTUSKAN

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN  ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 52 TAHUN 2019 TENTANG
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN DANA
DESA SETIAP DESA KABUPATEN MALINAU TAHUN
ANGGARAN 2020.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2019 tentang
Tata Cara Pembagian dan penetapan Besaran Dana Desa Setiap Desa
Kabupaten Malinau Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Malinau
tahun 2019 Nomor 52) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerahadalah Daerah
Kabupaten Malinau.

2. Transfer........
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Transfer ke Daerah adalah Dana Desa yang selanjutnya disingkat
TKDD adalah bagian dari Belanja Negara yang dialokasikan dalam
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada Daerah dan Desa
dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan yang telah disertakan
kepada Daerah dan Desa.

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip
otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom dibantu oleh
Perangkat Daerah.

Daerah otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan
masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah berwenang
mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan
masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi
masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bupati adalah Bupati Malinau.

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain,
selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang
memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan
mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat
berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak
tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan
Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer
melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota
dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan,
pelaksanaan pembangunan, pembinaan ke masyarakatan, dan
pemberdayaan masyarakat.

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama
lain dibantu perangkat Desa sebagai wunsur penyelenggara
Pemerintahan Desa.

Alokasi Dasar adalah alokasi minimal Dana Desa yang akan diterima
oleh setiap Desa secara merata yang besarnya dihitung berdasarkan
persentase tertentu dari anggaran Dana Desa yang dibagi dengan
jumlah desa secara nasional.

Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan
status Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal, yang memiliki

jumlah penduduk miskin tinggi.

12. Alokasi Kinerja.........
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Alokasi Kinerja adalah alokasi yang diberikan kepada desa yang
memiliki hasil penilaian kinerja terbaik.

Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan
jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa,
dan tingkat kesulitan geografis Desa setiap Kabupaten.

Indek Kemahalan Konstruksi yang selanjutnya disingkat IKK adalah
indeks yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis yang dinilai
berdasarkan tingkat kemahalan harga prasarana fisik secara relatif
antara Daerah.

Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam
Negeri.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat
APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam
dan menggangu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang
disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau nonalam maupun faktor
manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia,
kerusakan lingkungan, kerugianharta benda, dan dampak psikologis.

Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau
serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam anatara lain berupa
gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin
topan, dan tanah longsor.

Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa
atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal
teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.

Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) adalah skala penyebaran
penyakit Corona Virus Disease (COVID-19) yang terjadi secara global
di seluruh dunia.

Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang selanjutnya disebut BLT
Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak
mampu di Desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi
dampak ekonomi akibat adanya pandemik Corona Virus Diseas 2019
(COVID-19).

Padat Karya Tunai Desa yang selanjutnya disebut PKTD adalah
kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa, khusunya yang miskin dan
marginal, yang bersifat produktif dengan mengutamakan pemanfaatan
sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi lokal untuk memberikan
tambahan upah/pendapatan sebagai upaya mengurangi kemiskinan
dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Ketentuan ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) Pasal 8 diubah,
sehingga berbunyi sebagai berikut:
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Pasal 8

Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari
Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Desa melalui Rekening
Kas Umum Daerah.

Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut:

a. tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Juni
sebesar 40 % (empat puluh persen);

b. tahap Il paling cepat bulan Maret sebesar 40% (empat puluh
persen); dan

c. tahap III paling cepat bulan Juni sebesar 20% (dua puluh persen).

Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk
Desa yang berstatus Desa Mandiri dilakukan dalam 2 (dua)tahap,
dengan ketentuan sebagai berikut:

a. tahap I paling cepat bulan Januari sebesar 60 % (enam puluh
persen);dan

b. tahap II paling cepat bulan Maret sebesar 40% (empat puluh
persen).

Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilaksanakan setelah Bupati menerima dokumen persyaratan
penyaluran dari Kepala Desa, dengan ketentuan:

a. tahap I berupa Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa (APBDes);

b. tahap II berupalaporan realisasi penyerapan dan capaian
keluaran Dana Desa tahun Angaran sebelumnya; dan

c. tahap IIl berupa:

1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa
sampai dengan tahap II menunjukkan realisasi penyerapan
paling sedikit sebesar 75 % (tujuh puluh lima persen) dan
capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 50 %
(lima puluh persen); dan

2. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun
anggaran sebelumnya;

3. Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga
penerima manfaat BLD Desa.

Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dilaksanakan setelah Bupati menerima dokumen persyaratan
penyaluran dari Kepala Desa, dengan ketentuan;
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a. tahap I berupa Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa (APBDes); dan

b. tahap II berupa:

1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa
tahun Angaransebelumnya;

2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa
tahap I menunjukkan realisasi penyerapan paling sedikit
sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan capaian keluaran
menunjukan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen);
dan

3. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun
anggaran sebelumnya,;

4. Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga
penerima manfaat BLD Desa.

Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, dan
huruf c angka 1 dan ayat (5) huruf b angka 2, dihitung berdasarkan
rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan.

Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dilakukan sesuai
dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian
keluaran, volume keluaran, cara pengadaan dan capaian keluaran.

Bupati melakukan verifikasi kesesuaian dokumen persyaratan
penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dengan
kondisi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud
pada ayat (6) dan ayat (7).

Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8),
Bupati meyampaikan dokumen persyaratan penyaluran atas Desa
yang layak salur kepada Kepala KPPN selaku KPA penyaluran DAK
Fisik dan Dana Desa setiap minggu.

Dalam hal tabel referensi data sebagimana dimaksud pada ayat (7)
belum memenuhi kebutuhan input data, Kepala Desamenyampaikan
perubahan tabel referensi kepada Bupati wuntuk dilakukan
pemutakhiran.

Perubahan table referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (10),
mengacu pada peraturan yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam
Negeri.

Diantara Pasal 8 dan Pasal 9 disipkan 2 (dua) Pasal yaitu Pasal 8A dan
Pasal 8B, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8A......
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Pasal 8A

Dalam hal Desa belum salur Dana Desa tahap [ sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), kepala desa menyampaikan
dokumen persyaratan setiap bulan masing-masing:

a.

C.

Dana Desa tahap I disalurkan secara bulanan dalam kurun
waktu 3 (tiga) bulan, dengan besaran dan persyaratan setiap
bulan masing-masing:

1. bulan pertama sebesar 15% (lima belas persen), dengan
persyaratan peraturan kepala desa mengenai penetapan
keluarga penerima manfaat BLT Desa;

2. bulan kedua 15% (lima belas persen), dengan persyaratan
laporan pelaksanaan BLT Desa bulan pertama; dan

3. bulan ketiga 10% (sepuluh persen), dengan persyaratan
laporan pelaksanaan BLT Desa bulan kedua.

Penyaluran Dana Desa tahap II dan tahap III dilaksanakan sesuai
ketentuan Pasal 8 ayat (2) dan memenuhi persyaratan penyaluran

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4).

Dana Desa tahap I diprioritaskan untuk BLT Desa.

Dalam hal Desa telah salur dana Desa tahap I sebagaimana dalam
Pasal 8 ayat (2):

a.

Untuk Dana Desa yang diterima belum dibelanjakan, diatur
dengan ketentuan:

1. Penyaluran Dana Desa tahap II dan tahap III dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (2) dan memenuhi
persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8
ayat (4);dan

2. Dana Desa tahap I diprioritaskan untuk BLT Desa;dan

Untuk Dana Desa yang diterima sudah dibelanjakan, diatur
dengan ketentuan:

1. Dana Desa tahap II disalurkan secara bulanan dalam kurun
waktu 3 (tiga) bulan, dengan besaran dan persyaratan setiap
bulan masing-masing:

a) bulan pertama sebesar 15% (lima belas persen), dengan
persyaratan peraturan kepala desa mengenai penetapan
keluarga penerima manfaat BLT Desa;

b) bulan kedua 15% (lima belas persen), dengan persyaratan
laporan pelaksanaan BLT Desa bulan pertama; dan

c) bulan ketiga 10% (sepuluh persen), dengan persyaratan
laporan pelaksanaan BLT Desa bulan kedua.
2. Dana Desa.......
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2. Dana Desa tahap II diprioritaskan untuk BLT Desa.

Dalam hal Desa telah salur Dana Desa tahap II sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2):

a. Penyaluran Dana Desa tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan
dalam Pasal 8 ayat (2) dan memenuhi persyaratan penyaluran
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4);dan

b. Dana Desa tahap II diprioritaskan untuk BLT Desa.

Dalam hal Dana desa yang telah disalurkan ke RKD secara bertahap
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 8 ayat (4)
maupun penyaluran secara bulanan sebagiamana dimaksud pada ayat
(1) dan ayat (2) tidak mencukupi untuk membayat BLT Desa,
kekurangan pembayaran BLT Desa dapat menggunakan Dana Desa
tahap berikutnya.

Pasal 8B

Dalam hal Desa berstatus Desa mandiri belum salur Dana Desa tahap
I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3), Dana Desa disalurkan
dengan ketentuan:

a. Dana Desa tahap I disalurkan secara bulanan dalam kurun waktu
3 (tiga) bulan, dengan besaran dan persyaratan setiap bulan
masing-masing:

1. bulan pertama sebesar 20% (dua puluh persen), dengan
persyaratan peraturan kepala desa mengenai penetapan
keluarga penerima manfaat BLT Desa;

2. bulan kedua 20% (dua puluh persen), dengan persyaratan
laporan pelaksanaan BLT Desa bulan pertama; dan

3. bulan ketiga 20% (dua puluh persen), dengan persyaratan
laporan pelaksanaan BLT Desa bulan kedua.

b. Penyaluran Dana Desa tahap II dan tahap III dilaksanakan sesuai
ketentuan Pasal 8 ayat (3) dan memenuhi persyaratan penyaluran
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5): dan

c. Dana Desa tahap I diprioritaskan untuk BLT Desa.

Dalam hal Desa berstatus Desa Mandiri telah salur Dana Desa tahap I
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3):

a. Untuk Dana Desa yang diterima belum dibelanjakan, diatur
dengan ketentuan:

1. Penyaluran Dana Desa tahap II dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan Pasal 8 ayat (3) dan memenuhi persyaratan
penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) ;dan

2. Dana Desa tahap I diprioritaskan untuk BLT Desa.
b. Untuk Dana Desa......
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b. Untuk Dana Desa yang diterima sudah dibelanjakan, diatur
dengan ketentuan:

1. Dana Desa tahap II disalurkan secara bulanan dalam kurun
waktu 3 (tiga) bulan, dengan besaran dan persyaratan setiap
bulan masing-masing:

a) bulan pertama sebesar 15% (lima belas persen), dengan
persyaratan peraturan kepala desa mengenai penetapan
keluarga penerima manfaat BLT Desa;

b) bulan kedua 15% (lima belas persen), denganpersyaratan
laporan pelaksanaan BLT Desa bulan pertama;dan

c) bulan ketiga 10% (sepuluh persen), dengan persyaratan
laporan pelaksanaan BLT Desa bulan kedua.

2. Dana Desa tahap II diprioritaskan untuk BLT Desa.

c. Dana Desa yang diterima dan belum dibelanjakan namun tidak
mencukupi untuk mendanai BLT Desa, Pemerintah Desa dapat
mengajukan permohonan penyaluran Dana Desa tahap II
sebagaimana dimaskud dalam Pasal 8 ayat (5).

4. Diantara ayat (1) dan ayat (2) pada Pasal 9 disisipkan 1 (satu) ayat yaitu
ayat (1A), sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1)

(1A)

(2)

(3)

Pasal 9

Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan
pemberdayaan masyarakat yang meliputi pemenuhan kebutuhan
dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan
potensi ekonomi local dan pemanfaatan sumber daya alam dan
lingkungan secara berkelanjutan.

Prioritas penggunaan Dana Desa sebagimana dimaksud pada ayat (1)
termasuk kegiatan dalam rangka menanggulangi dampak ekonomi
atas pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), antara lain
berupa:

a. kegiatan penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-
19), dan/atau

b. jaring pengaman sosial di Desa.

Prioritas penggunaan dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diharapkan dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi
masyarakat Desa berupa peningkatan kualitas hidup,
peningkatan kesejahteraan dan penanggulangan kemiskinan serta
peningkatan pelayanan publik di tingkat Desa.

Dana Desadapat digunakan untuk membiayai kegiatanyang tidak
termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat persetujuan bupati.

(4) Persetujuan..........
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(4) Persetujuan bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan
pada saat evaluasi rancangan peraturan Desa mengenai APBDesa.

Diantara Pasal 9 dan Pasal 10 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 9A,
yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9A

(1) Jaring pengaman sosial di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9
ayat (1A) huruf b, berupa BLT Desa kepada keluarga miskin atau
tidak mampu di Desa sebagai Keluarga penerima manfaat.

(2) Pemerintah Desa wajib menganggarakan dan melaksanakan kegiatan
BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1);

(3) Calon keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaskud
pada ayat (1) paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:

a. keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa
bersangkutan; dan

b. tidak termasuk penerima bantuan Program Keluarga Harapan
(PKH), Kartu Sembako, dan Kartu Pra Kerja.

(4) Pendataan calon penerima BLT Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) huruf b mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan
Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial.

(5) Besaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
sebesar Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per keluarga
penerima manfaat per bulan, dibayarkan setiap bulan selama 3 (tiga)
bulan.

(6) BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dianggarkan dalam
APBDes paling banyak sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari
Dana Desa yang diterima Desa yang bersangkutan.

(7) Dalam hal besaran Dana Desa untuk BLT Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (6) tidak mencukupi, kepala desa dapat
menggunakan dana Desa melebihi Batasan tersebut setelah mendapat
persetujuan dari bupati atau pejabat yang ditunjuk.

(8) Ketentuan kriteria, mekanisme pendataan, penetapan data keluarga
penerima manfaat BLT Desa dan pelaksanaan pemberian BLT Desa
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian desa, Pembangunan
Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Ketentuan ayat (1) Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

(1) Kepala Desa bertanggung jawabatas penggunaan Dana Desa termasuk
pelaksanaan penyaluran BLT Desa.

(2) Pemerintah daerah......



(2)

(3)
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Pemerintah  daerah  Pemerintah  daerah  dapat melakukan
pendampingan atas penggunaan Dana Desa.

Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut:

(1)

(2)

Pasal 12
Peningkatan kualitas hidup masyarakat Desa sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 9 ayat (2) diutamakan untuk membiayai pelaksanaan
program dan kegiatan dibidang pelayanan social dasar yang
berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat.

Kegiatan pelayanan sosial dasar sebagaimana dimaksud ayat (1)
meliputi:

a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan
sarana prasarana dasar untuk pemenuhan kebutuhan:

1. lingkungan pemukiman;

2. transportasi;

3. energi;

4. informasi dan komunikasi; dan

5. sosial.

b. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan

sarana prasarana pelayanan social dasar untuk pemenuhan,
pemulihan serta peningkatan kualitas:

1. kesehatan dan gizi masyarakat;dan
2. pendidikan dan kebudayaan.

c. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan
sarana dan prasarana ekonomi masyarakat Desa meliputi:

1. usaha budidaya pertanian (on farm/off farm) dan/atau
perikanan untuk ketahanan pangan;

2. usaha industry kecil dan/atau industri rumahan dan
pengelolaan pasca panen;dan

3. usaha ekonomi budidaya pertanian (on farm/off farm) dan/atau
perikanan berskala produktif meliputi aspek produksi,
distribusi dan pemasaran yang difokuskan pada pembentukan
dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk
unggulan Kawasan pedesaan.

d. Pengadaan........



(3)
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d. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan
sarana prasarana lingkungan untuk pemenuhan kebutuhan:

1. kesiapsiagaan menghadapi bencana alam dan nonalam;
2. penanganan bencana alam dan nonalam;dan
3. pelestarian lingkungan hidup.

Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan, sarana
dan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan
sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan melalui Musyawarah
Desa.

8. Diantara Pasal 12 dan Pasal 13 disipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 12A,
yang berbunyi sebagai berikut:

(1)

(2)

(3)

(4)

Pasal 12A

Bencana nonalam sebagaiaman dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2)
huruf d merupakan bencana yang terjadi sebagai akibat kejadian luar
biasa seperti penyebaran penyakit yang mengancam dan/atau
menimpa warga masyarakat secara luas atau skala besar, paling
sedikit berupa:

a. pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
b. pandemi flu burung;

c. wabah penyakit Cholera; dan/atau

d. penyakit menular lainnya.

Penanganan dampak pandemi COVID-19 sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dapat berupa BLT-Dana Desa kepada keluarga miskin di desa
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang menerima
BLT-Dana Desa merupakan keluarga yang kehilangan mata
pencaharian atau pekerjaan, belum terdata menerima Program
Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan
Kartu Pra Kerja, serta yang mempunyai anggota keluarga rentan sakit
menahun/kronis.

Mekanisme pemberian BLT-Dana Desa sebagai berikut:
a. Mekanisme Pendataan

1. Pendataan dilakukan oleh Relawan Desa lawan COVID-19
dengan formulir terlampir;

2. Basis pendataan di RT;

3. Musyawarah Desa Khusus atau Musyawarah Desa Insidentil
yang dilaksanakan dengan agenda tunggal: validasi, finalisasi,
dan penetapan data KK calon penerima BLT-Dana Desa;

4. Legalitas........



b.

C.
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4. Legalitas dokumen penetapan data KK calon penerima BLT-

Dana Desa ditandatangani oleh Kepala Desa;dan

Dokumen penetapan data KK penerima BLT-Dana Desa
dilaporkan dan disahkan oleh Bupati/Walikota atau dapat
diwakilkan ke Camat dalam waktu selambat-lambatnya 5
(lima) hari kerja per tanggal diterima.

Metode dan Mekanisme Penyaluran

1.

Metode perhitungan penetapan jumlah penerima manfaat
BLT-Dana Desa mengikuti rumus:

a) Desa penerima Dana Desa kurang dari Rp. 800.000.000
(delapan ratus juta rupiah) mengalokasikan BLT-Dana
Desa maksimal 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah
Dana Desa.

b) Desa penerima Dana Desa Rp. 800.000.000 (delapan
ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 1.200.000.000
(satu miliar dua ratus juta rupiah) mengalokasikan BLT-
Dana Desa maksimal 30% (tiga puluh persen) dari jumlah
Dana Desa.

c) Desa penerima Dana Desa lebih dari Rp. 1.200.000.000
(satu miliar dua ratus juta rupiah) mengalokasikan BLT-
Dana Desa maksimal 35% (tiga puluh lima persen) dari
jumlah Dana Desa.

d) Khusus desa yang jumlah keluarga miskin lebih besar
dari anggaran yang dialokasikan dapat menambah
alokasi setelah mendapat persetujuan Pemerintah
Kabupaten.

Penyaluran BLT-Dana Desa dapat dilaksanakan oleh
Pemerintah Desa dengan metode Tunai atau Non Tunai
(melalui transfer antar rekening bank/jasa pengiriman uang
lainnya milik pemerintah/cashless).

Monitoring dan Evaluasi dilaksanakan oleh:

1.

2.

3.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
Camat; dan

Inspektorat Kabupaten.

9. Diantara Pasal 21 dan Pasal 22 disipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 21A,
yang berbunyi sebagai berikut:

(1)

Pasal 21A

Dalam hal Pemerintah Desa tidak menganggarkan dan tidak

melaksanakan kegiatan BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal

9A ayat (2), dikenakan sanksi berupa penghentian penyaluran Dana
Desa tahap III tahun anggaran berjalan.

(2) Pemerintah Desa.......
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(2) Pemerintah Desa berstatus Desa mandiri yang tidak menganggarkan
dan tidak melaksanakan dalam Pasal 9A ayat (2), dikenakan sanksi
berupa pemotongan Dana Desa sebesar 50% (lima puluh persen) dari
Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II tahun anggaran
berikutnya.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malinau.

Ditetapkan di Malinau
pada tanggal 12 Mei 2020.

BUPATI MALINAU,

YANSEN TP
Diundangkan di Malinau
pada tanggal 12 Mei 2020.

SEKRETARIS DAERAH,

ERNES SILVANUS
BERITA DAERAH KABUPATEN MALINAU TAHUN 2020 NOMOR 9.

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kabupaten Malinau




